
隅売容艶

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KBMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR lO33

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL印KRI

DES/¥ SE丁RAKYAT, KECAMATAN PANAI TENGAH, KABUPATEN LABUHAN BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA,

lemmt)ang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasa1 8 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor　90　Tahun　2013　tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, Perlu memberikan izin

OPeraSional terhadap Madrasah Swasta dl llngkungan Kantor

Wllayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera臆Uta「a,

b・ bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

yang bermutu, Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui

organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah

sesuai dengan standar nasional peれdidikan;

c・ bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan

yang telah ditetapkan;

d. ba・hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan c di atas, Perlu menetapkan Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

tentang pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah

Tsanawiyah Swasta Raudhatul Fikri Desa Sei Rakyat’Kecanatan

Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu.

1(、ngln峯at　‥ 1・Undang-Undang Nomor　20 Tahun 2003　tc;ntang Sistem

Pcndidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla

Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20O5 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor　4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor　32　Tahun　2013　tentang Pe「ubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun　2005　tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla

Nomor 5410);

4　Peraturan…



Belajar Pendidikan Dasar (Lemba則Hcgara Repub克k lndonesia

Tahun 2OO8 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8

Nomor　91, Tambahan　しemba∫an Negara Republik lndonesia

Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor　74　Tahun　2008　tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penge10laan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republlk

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesla Nomor　5150) sebagaimana telah dlubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17　Tahun　201O

tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l12’Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 57);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madra臆Sah

Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,

dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah,

9. Peraturan Menteri Pendldikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan dl

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah mer互adl Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor　23　Tahun　2013

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan NasIOnal

Nomor 15　Tahun　2010　tentang Standar Pelayanan Mimmal

Pendidikan dl Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas

Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun　2012　Nomor 206)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan.Menterl Agama

Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13　Tahun　2012　tentang

Organisasi dan Tata KeIja Instansi Vertikal Kcmenterian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 85 1);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor　90　Tahun　2O13　tentang

Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sehagaimana telah diubah

dengari Peraturan Menteri Agama *o皿or 60 Tahun 2O15 〔entang

Perubahan Atas Ptmtu- Mmtai.A紀暮na Nomor 9O Tal-un 2O13

tentang penl-elenggaraan I*mdi'制酸n Hadras{血(Bcrita Nega「a

Republik Indonesia Tahun 2O15 Noお細面1733事‥

蘭E対しTしS嶋ÅN -_-



MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WIしAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTAN G

PBMBERIAN IZIN OpERASIONAL PBNDIRIAN MADRASAH

TSANAWIYAH SWASTA RAUDHATUL FIKRI DESA SE重

RAKYAT, KECAMATAN PANAI TENGAH, KABUPATEN

LABUHAN BATU.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu　4　tahun, Kepala Madrasah yang

bersangkutan waj ib :

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada

Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling

Sedikit perkembangan jumlah peserta didik, Pelaksanaan

kurikulum, Pelaksanaan pemenuhan standar sarana

PraSarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidlk

dan tenaga kependidikan; dan/ atau

b. Meng年jukan pendaftaran visitasi akreditasI

Sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar

Pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau

hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huru「

b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KED臆UA humf a dinilai memenuhi standar

Pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau

hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huru「

b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut・

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tangga1 4 September 2019



十 �NamaMadrasah �MTsS.RAUDHATULFIKRI 

’2 �NomorStatistikMadrasah �121212100155 

3 上 i i �AlamatMadrasah �DusunIIISeiCinaDesaSeiRakyatKec. 

PanaiTengah 

Desa/KelurahanSeiRakyat 

KecamatanPanaiTengah 

KabupatenLabuhanBatu 

ProvinsiSumateraUtara 

4 �NamaOrganisasiPenyelenggara �YAYASANRAUDHATULFIKRI 

5 �AkteNotarisOrganisasi �No.5LINDAWATY,SH,M.KnTangga118 

Penyelenggara �Apri12018 
「 雪6 十 �PcngesahanAkteNotaris �AHU-0006006.AH.01.O4.Tahun2018 

OrganisasiPenyelenggara �Tangga126Apri12018 


